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PUTUSAN
Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Mtr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Maret 1989, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Selly Ester Sembiring, , S.H., Advokat
yang berkantor di Jalan Swakarsa Il No. 6 Kekalik
Grisak Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Maret 1987, agama
Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan

Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 22 Maret 2018
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor
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176/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah
melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Islam di Desa Sigar
Penjalin, Kecamatan Tanjung, pada tanggal 16 Maret 2013, dan sudah di
daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan Akta
Nikah No. 143/01/v/2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Lokok Menur Dusun Murpayung, Desa Sigar
Penjalin,Kecamatan Tanjung dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga sudah dikaruniai satu
orang anak laki-laki yang bernama Anak , lahir pada tanggal 15 Juli 2013;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat
danTergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun setelah menikah
antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain
b. Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan anaknya.
C. Hal itu membuat percekcokan terus terjadi antara Penggugat
danTergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada
Penggugat sekitar bulan Juli 2015, dan Penggugat kembali kerumah
orang tuanya di Pagutan Kota Mataram. Sejak itu sudah tidak ada lagi
hubungan antara Penggugat danTergugat hingga sekarang.
4. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sangat melukai perasaan
Penggugat, dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi,untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan
dari Tergugat.
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989,
Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram
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mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk
dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk
kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataramcq Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. MenjatuhkanTalak satu Bad™in Shughra Tergugat TERGUGAT kepada
Penggugat PENGGUGAT;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan
atau tempat kediaman Penggugat danTergugat

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang
berlaku.

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) tertanggal 6 April 2018 dan relaas tertanggal 2 Mei 2018 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat nomor; 89/
Kel.Pgt./Xl/2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pagutan tertanggal
14 Nopember 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta
bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 143/01/V/2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung, tertanggal
01 Mei 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai
cukup yang oleh keyua Majelis ditandai dengan P.2;

B.

Saksi:

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cafe,

tempat kediaman di Kecamatan Mataram Kota Mataram di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah
tanggal 16 Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki
yang bernama Anak lahir 15 Juli 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Lokok Menur Dusun

murpayung Kecamatan Tanjung;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak

setahun menikah sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering
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bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir yang cukup dan tidak peduli dengan penggugat dan
anaknya dan yang menyakitkan Tergugat sudah menikah lagi dengan
perempuan lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat
tinggal sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang karena Penggugat

telah diceraikan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun
tidak berhasil;
2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta
(Bengkel), tempat kediaman di Kecamatan Mataram Kota Mataram di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah
tanggal 16 Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki
yang bernama Anak lahir 15 Juli 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Lokok Menur Dusun

murpayung Kecamatan Tanjung;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak
setahun menikah sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering
bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir yang cukup dan tidak peduli dengan penggugat dan
anaknya dan yang menyakitkan Tergugat sudah menikah lagi dengan
perempuan lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat
tinggal sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang karena Penggugat

telah diceraikan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun
tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
tertanggal6 April 2018 dan relaas tertanggal 2 Mei 2018 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan
Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
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serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat
Keterangan Domisili bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi
2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Maret 2013
dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir 15 Juli
2013;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Lokok Menur Dusun murpayung Kecamatan

Tanjung;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak setahun
menikah sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar
yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang
cukup dan tidak peduli dengan penggugat dan anaknya dan yang
menyakitkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga
mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai
dengan sekarang karena Penggugat telah diceraikan tanpa adanya nafkah

lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak setahun
menikah sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar
yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang
cukup dan tidak peduli dengan penggugat dan anaknya dan yang
menyakitkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga
mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai
dengan sekarang karena Penggugat telah diceraikan tanpa adanya nafkah
lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka

berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
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1. Kitab Ghoyatul Marom :

wuolall ade sllo lg> g 3] axz>g i)l ars, pas il 5]
a1l

Artinya :"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
co il sl of azgll ainn olall sa) blses e 13
5289 lelio w8 il plgy azo Glay ¥ oo slsuYl Ol
ai5l il lgills Lagin T Y| & (o lall

Artinya:"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.
3. Kitab Fighu As Sunnah, Juz Il, halaman 249 :
plgs azo gloiww ¥ Loy Lo zoidl Lol azg il casol I3l
il ol o wlls ol led jem loglliol o & sl
of 328y el e B3l asl aalb uolall lealla, i
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Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga,
maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai
kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan
perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”.
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Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam
memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaiman maksud Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada
harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi
perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama
Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat
perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mai 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Sya,ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul
Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu
tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya,ban 1439
Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

td

H. Sudirman, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.425.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah )

Mataram, ................
Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.
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